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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1) Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi adalah seperangkat kesatuan dari suatu subsistem 

saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan, mengubah, serta mendistribusikan informasi 

untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Sedangkan 

sitem informasi akuntansi yang biasa disebut SIA adalah suatu komponen 

organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis 

dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk 

pengambilan keputusan kepada pihak – pihak luar dan pihak – pihak dalam 

terutama manajemen. Dimana fungsi utama SIA adalah memproses 

transaksi keuangan dan non keuangan yang berpengaruh langsung 

terhadap proses transaksi keuangan.1 

Model umum SIA yang dapat diterapkan untuk seluruh system 

informasi tanpa memandang bagaimana rancangan teknologi yang bersifat 

unik di setiap organisasi. Dalam model umum SIA terdapat beberapa 

elemen yang terlibat, yaitu penggunaan akhir (end user), sumber data (data 

 
1 Faiz Zamzami, dkk, Sistem Informasi Akuntansi. (Yogyakarta, Gadjah Mada 

University Press, 2021), hal. 3 - 4 
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sources), pengumpulan data (data collection), pemrosesan data (data 

processing), pengolahan database (database management), hasil informasi 

(information generation), dan umpan balik (feedback). 

 
Sumber : Faiz Zamzami, 2021 

Gambar 2.1  

Modul Umum Sistem Informasi Akuntansi 

 

 Tahap pertama dalam proses SIA adalah pengumpulan data. Pada 

tahap ini harus dapat dipastikan bahwa masukan data berasal dari sumber 

yang valid dan terbebas dari kesalahan material. Sistem harus mampu 

menangkap data yang relevan dan mengumpulkannya cukup sekali. 

Perolehan data dapat bersumber baik dari internal maupun eksternal.  

 Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah 

menyimpannya di pengelolaan database yang nantinya akan dapat diproses 

menjadi informasi. Aktivitas pemrosesan data menjadi informasi dapat 

berlangsung mulai tahap sederhana hingga cara pemrosesan yang 
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kompleks, tergantung kebutuhan atas informasi dan jenis data yang 

digunakan. 

 Hasil informasi yang diperoleh dari pengolahan data  akan 

dilanjutkan ke pengguna akhir eksternal dan pengguna akhir internal. 

Sedangkan umpan balik atas informasi yang disajikan dapat dikirimkan ke 

entitas sehingga dapat diketahui perihal apa saja yang dapat dipertahankan 

ataupun perlu dilakukan perbaikan. 

Adapun tipe – tipe SIA, sebagai berikut : 

1. Sistem Manual (Manual System) 

Ciri utama system manual adalah penggunaan kertas  dan system 

pemrosesan data yang bertumpu pada tenaga manusia. Artinya, 

bahwa penyelesaian pekerjaan pengolahan data menjadi informasi 

bertumpu pada logika dan tenaga manusia secara manual sehingga 

memungkinkan mengalami kesalahan disebabkan kurangnya 

ketelitian maupun keterbatasan pengolahan data yang 

mengandalkan tenaga manusia. 

2. Sistem Transaksi Berbasis Komputer (Computer-based 

Transaction System) 

System ini sama hanlnya dengan manual, pembeda antara 

keduanya adalah bahwa pengguna dapat dengan mudah 

menyimpan data pada layer computer secara lebih sering sebagai 

dokumen sumber transaksi. Data akuntansi disimpan secara 
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terpisah dari data operasional lain sehingga memerlukan 

pembagian kerja dan penyimpanan yang cukup besar untuk 

mendukung kesatua SIA. Keuntungan menggunakan sitem ini 

dapat diproses lebih cepat, lebih rinci, dapat dicetak dan dilihat 

kapanpun, mencegah dan mendeteksi kesalahan. 

3. Sistem Database (Database System) 

System database memungkinkan pengurangan inefiensi dan 

pengulangan informasi dengan cara memisahkan system database 

terkait mengelola data. 2 

2) Ruang Lingkup Akuntansi dan Akuntansi Pemerintahan 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah 

proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterprestasian atas hasilnya. Akuntansi keuangan daerah adalah 

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan 

transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang 

dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi oleh pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang 

memerlukan.3 

 
2 Faiz Zamzami, dkk, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta, Gadjah Mada University 

Press, 2021), hal. 6 - 7 
3 Muhammad Ismail, dkk, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Sebelas Maret, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2016 
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Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan 

(purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil 

tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang 

digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan 

yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami 

sebagai suátu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk 

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi 

tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam 

beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada 

sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut 

disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang 

mempengaruhinya.4 

Tujuan pokok akuntansi pemerintahan sebagai berikut: 

a. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang 

lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang 

bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit – unit 

pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang 

lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan tetapi juga 

harus bijak dalam penggunaannya 

 
4 Haryanto dkk, Akuntansi Sektor Publik, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2007), hal. 3 
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b. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan 

informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan 

pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini 

perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan 

menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan 

yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan 

untuk masa yang akan datang 

c. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan 

terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional 

secara efektif dan efisien5 

3) Otonomi Daerah 

a. Pengertian Desa 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah 

adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip 

otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 
5 Muhammad Ismail, dkk, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sebelas Maret, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2016 
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Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menjelaskan yang dimaksud dengan desa adalah desa 

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6 

Desa adalah sekumpulan warga yang berkelompok bertempat 

di suatu wilayah dengan batas wilayah tertentu dan berwenang 

mengurus dan mengatur kepemerintahan serta kepetingan masyarakat 

dalam hal pemerintahan yang berguna untuk kepentingan warga itu 

sendiri sesuai peraturan yang berlaku yang dipimpin oleh kepala desa 

yang telah dipilih dan ditetapkan oleh warga itu sendiri. Sedangkan 

Pemerintahan Desa yang dijalankan oleh perangkat desa sebagai 

unsur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.7 

b. Dana Desa 

Suatu desa pasti membutuhkan dana untuk memenuhi 

kebutuhan desa itu sendiri guna untuk mensejahterakan rakyatnya, 

 
6 Muhammad Ismail, dkk, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sebelas Maret, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2016 
7 Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa, (Jakarta: Salemba Empat. 2015), hal. 2 
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dana tersebut sering disebut keuangan desa. Keuangan desa adalah hal 

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan 

uang serta semua yang berupa uang maupun barang yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan dan kewajiban desa.8 Disisi lain 

pemerintah desa juga berhak mengelola keuangan desa tersebut yang 

meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. 

Dana desa yaitu dana yang diperoleh dari APBDes yang 

digunakan untuk desa dengan cara di transfer melalui anggaran 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasanya disebut 

dengan APBDes adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen 

desa untuk memberikan informasi – informasi tentang segala aktifitas dan 

kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana 

desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai 

oleh uang desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.9 

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 

APBDes juga merupakan dokumentasi formal hasil kesepakatan 

 
8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan,  https:// 

kemendagri.go.id/documents/ 2018 /08/ 5ae11727f69b8a13dd3f7efd8692 eea6.pdf diakses pada 

tanggal 24 November Pukul 16.14 
9 Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa, (Jakarta:Salemba Empat.2015), hal. 5 



 
 

27 
 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi 

tentang pendapatan dan belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan 

kegiatan Pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang 

diharapkan untuk menutup semua keperluan belanja tersebut atau 

pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau 

surplus. APBDes disusun dengan memperhatikan RPMJDesa, RKPDesa, 

dan APBDes tahun sebelumnya. APBDes adalah instrumen penting dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

pengelolaan Pemerintah Desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat 

dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan 

APBDes yang baik, karena dalam hal tersebut akan berdampak pada model 

penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. 

APBDes juga hal yang pokok dalam pengelolaan pemerintah desa 

yang terkoordinir dari segi tata kelola pemerintahnnya. Baiknya tata kelola 

dapat dibuktikan dalam proses tahapan pengelolaan APBDes itu sendiri. 

Apabila proses pengelolaan ini berjalan dengan baik akan berdampak pada 

penyelenggaraan pemerintah desa yang baik pula, karena pengelolaan 

dilakukan berdasarkan sikap partisipan, transparansi dan akuntabilitas 

yang diterapkan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari hal tersebut akan 

mengarah kebaikan pemerintah desa dalam tata kelola APBDes. 
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APBDes memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Otorisasi 

APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan 

antara pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diinginkan sebagai 

dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun 

yang bersangkutan. 

b. Fungsi Perencanaan  

APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman 

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

c. Fungsi Pengawasan 

APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi 

hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Fungsi Alokasi 

APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja untuk 

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa. 

e. Fungsi Ditribusi 

Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan 

masyarakat. 
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f. Fungsi Akuntabilitas 

APBDes memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil 

pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan 

pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah 

desa kepada publik.10 

Disamping fungsi – fungsi tersebut, anggaran desa juga disusun 

mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan 

sumber – sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat 

penyusunan anggaran desa sebagai berikut: 

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi 

kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan 

sumber daya. 

2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya 

pelayanan yang akan dibebankan kepada masyarakat 

3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti 

menggunakan pinjaman 

4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan administrasi desa 

5. Memberikan arahan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan 

pengawasan pemerintah desa 

 
10 Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa, (Jakarta:Salemba Empat.2015), hal. 

28 
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6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam periode 

anggaran 

7. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui perencanaan yang 

matang 

Dalam mengelola APBDes juga tidak terlepas dari peran 

masyarakat, dimana peran masyarakat tersebut dalam hal proses 

penyusunan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah desa 

2. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran alternatif (tandingan) 

terhadap rencana anggaran desa yang diajukan kepada desa atau BPD 

3. Menghadiri dan terlibat dalam rapat paripurna pembahasan dan 

penetapan anggaran desa 

4. Memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran desa yang 

partisipasif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa 

adalah: 

1. Melakukan pengawasan selama jalannya pelaksanaan anggaran desa 

2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran 

desa kepada pihak – pihak terkait 

3. Bersedia menjadi saksi jika terjadi penyimpangan pengelolaan 

anggaran desa 
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4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa 

5. Mendorong pihak yang bersangkutan agar melaksanakan anggaran 

dengan tertib disiplin 

6. Memberikan penghargaan atas keberhasilan kepada pemerintah desa 

dalam mengelola anggaran desa 

7. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam melakukan 

pengawasan jalannya pelaksanaan anggaran desa 

Dalam pengelolaan APBDes perlu adanya mekanisme yang 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk kelancaran jalannya 

dalam mengelola anggaran desa. Berikut mekanisme dalam mengelola 

APBDes yaitu : 

1. Penyusunan APBDes 

Dasar penyusunan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa) adalah (RPJDes) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berikut proses 

penyusunan APBDes berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 201811 

 
11 Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa, (Jakarta:Salemba Empat.2015), hal. 

28 
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Sumber : Yuliansyah,2015 
Gambar 2.2 

Proses Penyusunan APBDes 

Berikut tahapan – tahapan menyusun APBDes : 

a. Tahap Persiapan 

1. Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa 

(Raperdes) tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDes) 

2. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun 

sekretaris desa meliputi: 

1) Naskah APBDes 

2) Lampiran I Ringkasan APBDes 

3) Lampiran II Rincian APBDes 
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4) Lampiran III Penjabaran APBDes 

5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADes) 

3. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan 

desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk 

memperoleh persetujuan 

4. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa 

tentang APBDes kepada BPD yang terdiri dari: 

1) Naskah APBDes 

2) Lampiran I Ringkasan APBDes 

3) Lampiran II Rincian APBDes 

4) Lampiran III Penjabaran APBDes 

Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh 

persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota 

penjelasan rancangan peraturan desa. 

5. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat 

satu bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan 

sebagai peraturan daerah 

6. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD 

dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan 

peraturan desa tentang APBDes diterima oleh BPD 

7. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan 

persetujuan, kepala desa melaksanakan pendapatan dan 

pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDes tahun 



 
 

34 
 

anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan 

setiap bulan 

8. Dalam melaksanakan APBDes tahun sebelumnya, 

kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan 

peraturan kepala desa tentang APBDes dan dimintakan 

pengesahan bupati melalui camat. 

b. Tahap Evaluasi 

1. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah 

disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi 

peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus 

disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 

untuk dievaluasi 

2. Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan 

peraturan desa tentang APBDes disampaikan paling 

lama 20 hari kepada kepala desa 

c. Tahap Penetapan 

1. Berdasarkan hasil evaluasi bupati/walikota, kepala desa 

bersama BPD melakukan penyesuaian rancangan 

peraturan desa tentang APBDes dan selanjutnya 

ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa 

2. Peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut 

selanjutnya dikirim kepada bupati/walikota bagian 
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pemerintahan desa dengan tembusan inspektorat daerah 

bagian hukum dan camat.12 

Komponen di dalam APBDes, sebagai berikut: 

APBDes yang didalamnya terdapat susunan pendapatan desa, 

belanja desa serta pembiayaan desa. Dimana disetiap bagiannya 

masih diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Struktur APBDes 

No Uraian Anggaran Realisasi % 

1 

2 

3 

Pendapatan 

Belanja 

Surplus/Defisit 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

X 

x 

x 

4 

5 

6 

7 

Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pembiayaan Neto 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

X 

x 

x 

x 

8 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran 

Xx xx X 

Sumber : Yuliansyah,2015 

a. Pendapatan Desa 

Pendapatan merupakan penerimaan uang melalui rekening desa 

yang sudah hak desa untuk digunakan dalam satu periode anggaran 

dan dana tersebut tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

 

 
12 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan,  https:// 

kemendagri.go.id/documents/ 2018 /08/ 5ae11727f69b8a13dd3f7efd8692 eea6.pdf diakses pada 

tanggal 24 November Pukul 16.14 
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Pendapatan desa berasal dari: 

a) Pendapatan Asli Desa 

1. Hasil Usaha Desa 

Pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil usaha yaitu 

dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dari 

hasil penjualan tersebut akan menambah sumber 

pendapatan asli desa. 

2. Hasil Kekayaan Desa 

Hasil kekayaan dapat diperoleh dengan suatu desa 

memiliki pasar yang nantinya akan ada tanah kas pasar, 

bangunan desa, wisata yang dimiliki dan dikelola desa, 

pemandian desa, hutan desa, dan lain sebagainya. 

3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 

Hasil swadaya bisa diperoleh dengan membangun dengan 

kekuatan sendiri yang melibatkan serta masyarakat 

berupa tenaga atau barang dinilai dengan uang, misalnya 

uang urunan desa, penitipan kendaraan, dan lain – lain. 

4. Pendapatan Lain – Lain Asli Desa 

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang berurusan 

dengan lingkungan maupun administrasi desa. 
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b) Transfer, yaitu pendapatan yang diperoleh dari : 

1. Dana Desa 

Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan 

untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi 

Daerah.  

Misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan. 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh 

kabupaten untuk desa. Sumber ADD adalah dana 

perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten 

untuk desa. 

4. Bantuan Keuangan APBD Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten 

c) Pendapatan lain, yaitu pendapatan diperoleh dari;  

1. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat 

Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat 

berupa hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. 

Sumbangan yang berbentuk barang (barang bergerak atau 

barang tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris 
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kekayaan milik desa sesuai undang – undang dan juga 

dapat berbentuk uang tetapi tidak mengikat. 

2. Pendapatan desa lain – lain yang sah 

Pendapatan ini bisa diperoleh dari hasil kerjasama dengan 

pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, 

dan lain sebagainya. 

b. Belanja Desa 

 Belanja desa adalah pengeluaran yang keluar dari rekening desa 

dalam satu periode dan merupakan salah satu kewajiban desa yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dimana 

belanja desa tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

kewenangan desa termasuk apa yang telah direncanakan di dalam 

anggaran. 

Penggolongan belanja desa, sebagai berikut: 

a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu: 

1. Penghasilan tetap dan tunjangan. Dimana pengeluaran yang 

digunakan untuk belanja pegawai yaitu penghasilan tetap 

kepala desa, tunjangan kepala desa dan tunjangan BPD. 

2. Operasional perkantoran, yang terdiri dari: 

a. Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis  

kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, 

cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa peralatan dan 
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perlengkapan kantor, makanan dan minuman rapat, 

pakaian dinas beserta atribut, perjalanan dinas, upah kerja 

honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah 

desa, operasional BPD, insentif RT/RW, operasional 

lembaga RT/RW dalam rangka membantu tugas 

pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, 

ketrentaman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat 

desa, dan pemberian barang kepada masyarakat untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan. 

b. Belanja Modal 

Belanja modal dapat digunakan pengeluaran dalam 

rangka pembelian atau pengandaan barang atau bangunan 

yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan 

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan 

desa, misalnya pembelian komputer dan pembelian meja.  

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Belanja pada bidang ini digunakan untuk pembangunan desa. 

Misalnya dalam kegiatan perbaikan saluran irigasi, pengaspalan 

jalan, pembuatan jembatan, dan lain – lain.  

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
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Belanja pada bidang ini digunakan untuk pembinaan 

kemasyarakatan desa. Misalnya untuk kegiatan pelatihan 

perangkat desa, dan pendanaan untuk kegiatan karang taruna. 

d) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan 

Belanja pada bidang ini digunakan untuk pemberdayaan desa. 

Misalnya pendanaan masyarakat nelayan, pendanaan lingkungan 

hidup, pengelolaan sampah mandiri. 

e) Belanja Tak Terduga 

Belanja tak terduga yaitu digunakan untuk belanja hal – hal yang 

tidak terduga dan tidak bisa diprediksi. Kegiatan yang 

dianggarkan dalam hal ini seperti terjadi bencana alam banjir, dan 

lain – lain13 

 Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes menurut PP 

No. 43 Tahun 2014 digunakan dengan kententuan: 

a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran 

belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran 

belanja desa digunakan untuk: 

 
13 Chabib Soleh, Pengelolaan Keuangan Desa.  (Bandung: FOKUSMEDIA,2014) 

hal. 32 
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1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat 

desa 

2) Operasional pemerintah desa 

3) Tunjangan dan operasional BPD 

4) Insetif rukun tetangga dan rukun warga14 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan merupakan seluruh objek yang diterima dan perlu untuk 

dibiayai atau dibayar dan bisa jadi pengeluarannya dananya akan 

kembali saat periode ataupun periode berikutnya. 

Pembiayaan desa terdiri atas: 

1) Penerimaan untuk pembiayaan, meliputi;  

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode 

sebelumnya 

b. Dana cadangan yang dicairkan 

c. Perolehan aset desa yang dijual selain tanah dan 

bangunan.15 

SiLPA merupakan kelebihan penerimaan pendapatan 

terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana 

kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan 

yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila 

 
14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail 

s/5482diakses pada 25 November Pukul 20.15 
15 Adrian Puspawijaya, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 

2016), hal.55 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail
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realisasi anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasi 

belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan 

mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan. Pencairan dana cadangan 

digunakan untuk menganggarakan pencairan dana cadangan 

dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam 

tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa 

yang dipisahkan digunakan untuk hasil penjualan desa yang 

dipisahkan.16 

2) Pengeluaran untuk pembiayaan, terdapat pembentukan untuk 

dana cadangan dan penyertaan dalam modal.17 

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk 

mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat 

sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan 

dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa 

tersebut paling sedikit memuat: 

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan 

2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan 

 
16 Tim Visi Yustia, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa,(Jakarta: 

Visimedia, 2016), hal. 26 
17 Adrian Puspawijaya, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 

2016), hal.55 
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3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan 

4. Sumber dana cadangan 

5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang 

penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 

perundang – undangan. Pembentukan dana cadangan 

ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran dana 

cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.18 

Perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilakukan apabila terjadi: 

a) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa 

pada tahun anggaran berjalan 

b) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam 

tahun berkenaan 

c) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar 

jenis belanja 

 
18 Tim Visi Yustia, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. (Jakarta: 

Visimedia, 2016), hal. 28 
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d) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.19 

2. Pelaksanaan APBDes 

Dalam hal pelaksanaan tidak terlepas dari prinsip penerimaan dan 

pengeluaran yang telah dilaksanakan pencairan dana melalui rekening kas 

desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun 

bagi desa yang belum memiliki sistem perbankan akan melakukan 

peraturan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 20 

a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa 

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa 

2. Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah 

3. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa 

yang menjadii wewenang dan tanggung jawabnya 

4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang 

ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan 

5. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara 

langsung sebagai akibat penjualan, tukar – menukar, hibah, 

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk 

 
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018, 

diakses pada 25 November Pukul 20.20 

20 Muhammad Rokhim, dkk, Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes Berdasarkan 

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Diponegoro Law Journal: Volume 6 No.2, 2017 
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pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat 

penyimpanan kekayaan milik desa 

6. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi 

pada tahun – tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak 

terduga 

7. Semua pendapatan desa yang terdiri dari: 

a) Pendapatan asli desa,  

b) Dana desa dari APBN,  

c) Bagi hasil  pajak daerah dan retribusi daerah, 

d) ADD 

e) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota  

Dimana semua pendapatan tersebut dimasukkan kedalam 

rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.21 

b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa 

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh 

pimpinan kegiatan kepada bendahara desa 

2. Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala 

desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) 

 
21 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

FOKUSMEDIA, 2014), hal. 29 
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3. Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara desa untuk 

kemudian diajukan kepala desa untuk disahkan. Selanjutnya 

kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada 

pemegang rekening kas desa pada bank yang ditunjuk 

4. Untuk pencairan dana bantuan SPM perlu diketahui oleh camat, 

untuk selanjutnya camat memberikan surat rekomendasi 

pencairan dana bantuan kepada kepala desa 

5. Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas 

beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan 

sah 

6. Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa 

sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materiil yang timbul 

dari penggunaan bukti 

7. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang 

APBDes ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja 

desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib 

8. Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 

pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 

setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, misalnya 

digunakan untuk: 

a) Belanja pegawai 
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b) Belanja barang dan jasa (ATK, pembayaran rekening listrik, 

telepon dan air bersih dan perjalanan dinas) 

9. Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 

menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau 

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga 

10. Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 

ditetapkan dengan keputusan kepala desa 

11. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan 

bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa 

yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala desa 

12. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan 

dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, 

penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk 

pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun – tahun 

sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan 

kemampuan keuangan desa 

13. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang 

dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, 

penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta 

pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke kas desa tahun – tahun 

sebelumnya yang telah ditutup 
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14. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan 

tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme: 

a) Laporan terjadinya bencana alam/sosial dari kepala dusun 

b) Kepala desa membuat pernyataan bencana alam/sosial 

c) Pengambilan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan 

dengan keputusan kepala desa 

d) Kepala desa memberitahukan kepada BPD 

15. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor 

ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme : 

a) Laporan dari pimpinan kegiatan/bendahara desa tentang 

kelebihan setoran ke kas desa 

b) Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan 

kepala desa setelah dilakukan audit terhadap laporan 

pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan22 

c. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 

a) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 

kecil daripada realisasi belanja 

b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 

langsung 

 
22 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

FOKUSMEDIA, 2014), hal. 29 - 31 
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2. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau 

disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan 

pemerintah desa 

3. Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa 

tentang pembentukan dana cadangan 

4. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang 

dana cadangan dilaksanakan apabila dana cadangan telah 

mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud 

5. Untuk pelaksanaan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih 

dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan 

ke kas desa 

6. Pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan paling tinggi 

sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk 

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan 

sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana 

cadangan 

7. Pemindahbukuan atau pengembalian dana cadangan dilakukan 

dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh 

kepala desa 

8. Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target 

kinerjanya telah dicapai, dana cadangan yang masih tersisa pada 
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rekening dana cadangan atau ke desa tersendiri dipindahbukukan 

ke rekening kas desa atau dikembalikan ke rekening kas desa 

9. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana 

cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 

tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan 

hasil tetap dengan resiko rendah 

10. Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan 

penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan 

11. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa 

yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan 

desa yang dipisahkan 

12. Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada 

rekening penyertaan modal23 

3. Pertanggungjawaban APBDes 

 Realisasi pelaksanaan APBDes akan dibuatkan laporan 

pertanggungjwaban yang nantinya akan dilaporkan kepala desa kepada 

bupati/walikota melalui camat yang didalamnya terdapat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan desa.24 Penetapan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

 
23 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: 

FOKUSMEDIA, 2014), hal. 32 
24 Adrian Puspawijaya, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 

2016), hal. 141 
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2. Rancangan peraturan desa tersebut setelah disetujui kepala desa 

selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan 

memperoleh persetujuan bersama 

3. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan satu bulan 

setelah tahun anggaran berakhir 

4. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung 

sejak kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

5. Raperdes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapka kepala 

desa menjadi peraturan desa paling lama 3 hari kerja disampaikan 

kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi 

6. Apabila dalam jangka waktu tersebut BPD belum memberikan 

persetujuan, kepala desa mengirimkan raperdes tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada 

bupati/walikota untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib 

ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD untuk 

menyempurnakan 

7. Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan peraturan desa 

disampaikan paling lambat 20 hari kepada kepala desa sejak 

diterima 

8. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, bupati/walikota belum 

menyampaikan hasil evaluasinya maka rancangan peraturan desa 
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tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan 

oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa. 

9. Apabila hasil evaluasi menyatakan rancangan peraturan desa 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang – undangan yang lebih tinggi, kepala desa menetapkan 

rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh kepala desa menjadi 

Peraturan Desa 

10. Dalam evaluasi bupati/walikota menyatakan bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang 

lebih tinggi, maka kepala desa dan BPD mengadakan 

penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil 

evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa 

11. Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada 

bupati/walikota melalui camat 

12. Penyampaian peraturan desa tersebut paling lambat 14 hari kerja 

setelah peraturan desa ditetapkan25 

 

 
25 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bandung: 

FOKUSMEDIA, 2014), hal. 37 - 38 
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Laporan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui 

media berupa: 

a) Laporan realisasi APBDes 

b) Laporan realisasi kegiatan 

c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 

d) Sisa anggaran 

e) Alamat pengaduan26  

 
26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 

Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018, 

diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Peneliti Judul Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. Lina 

Chusnul 

Muda 

(2018) 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Pengelolaan 

Apbdes 

Pemerintah 

Desa Papungan 

Kecamatan 

Kanigoro 

Kabupaten 

Blitar 

Persamaan 

menggunakan 

metode 

kualtitatif dan 

mengetahui 

APBDes 

menggunakan 

SIA 

Perbedaannya 

penulis 

menganalisis 

SIA untuk 

penyusunan, 

pelaksanaan, 

pertanggungja

waban 

APBDes,  

 

Metode yang 

digunakan yaitu 

dengan proses 

deskripsi. Hasil 

penelitian sistem 

informasi akuntansi 

pengelolaan APBDes 

Papungan belum 

berjalan dengan baik. 

Kelemahan yang 

terdapat pada sistem 

informasi akuntansi 

manajemen APBDes 

adalah penerapan 

aplikasi SISKEUDES 

pada tahun anggaran 

2017. 

2 Shelvia 

Rezeki dan 

Iwin 

Arnova 

(2019) 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Alokasi Dana 

Desa Di Desa 

Tanjung Dalam 

Kecamatan 

Pondok 

Kubang 

Kabupaten 

Bengkulu 

Tengah 

Persamaan 

menggunakan 

metode 

kualtitatif dan 

endeskripsikan 

gambaran 

nyata dari 

fenomena 

yang terjadi 

pada 

penerapan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Dalam 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

alokasi dana 

desa 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

APBDes 

 

Hasil penelitian ini 

Dalam pengelolaan 

dana desa di desa 

Tanjung Dalam sudah 

sesuai dengan sistem 

informasi akuntansi 

dan sudah 

menggunakan sistem 

komputerisasi. 

Sedangkan pelaksana 

Sistem Informasi 

Akuntansi adalah 

bendahara desa itu 

sendiri yang telah 

mampu mengatur 

keuangan desa 

dengan baik sesuai 

dengan Sistem 

Informasi Akuntansi. 

Setiap penerimaan 

atau pengeluaran 

dana desa dicatat 

dalam kas umum 

desa. Hanya saja 

masih kurangnya 

fasilitas penunjang 

bagi petugas 
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pengelola laporan 

keuangan dana desa. 

3 Siska 

Wahyuni, 

Novita 

Indrawati, 

Al Azhar A 

(2018) 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Intern, Sistem 

Informasi 

Akuntansi, Dan 

Kompetensi 

Aparat 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa: Studi 

Empiris Desa-

Desa Di 

Kabupaten 

Rokan Hulu 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

menggunakan 

SIA untuk 

mengetahui 

proses dana 

desa 

perbedaanya 

peneliti 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

sedangkan 

peneliti 

terdahulu 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian 

intern berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa, sistem 

informasi akuntansi 

berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas 

pengelolaan alokasi 

dana desa dan 

kompetensi aparatur 

berpengaruh positif. 

tentang 

pertanggungjawaban 

pengelolaan alokasi 

dana desa. 

4 Nurmawati 

Mambuhu 

dan 

Yundari 

Mangendre 

(2018) 

Sistem 

Akuntansi 

Alokasi Dana 

Desa Di Desa 

Kampangar 

Kecamatan 

Balantak Utara 

Kabupaten 

Banggai 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

menggunakan 

metode 

kualtatif dalam 

menganalisis 

mengenai 

sistem 

akuntansi yang 

diterapkan di 

desa 

Dalam 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

alokasi dana 

desa 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

APBDes 

 

Hasil dari penelitian 

ini yaitu sistem 

akuntansi yang 

diterapkan dalam 

penatausahaan 

keuangan desa di desa 

Kampangar telah baik 

namun perluh 

dilakukan pelatihan 

penatausahaan 

keuangan desa serta 

bimbingan pelatihan 

komputer agar 

memaksimalkan 

kinerja aparatur desa 

dalam penatausahaan 

keuangan desa. 

5 Puji Astuti 

Rahayu dan 

Sylvia 

Fettry 

(2017) 

Relevansi 

Akuntabilitas 

Terhadap 

Efektivitas 

Program Dana 

Desa (Studi 

Kasus Desa-

Desa Di 

Kecamatan 

Cilengkrang) 

Persamaan 

dengan 

penelitian 

penulis yaitu 

mendeskripsik

an efektifitas 

dana desa 

perbedaannya 

penulis 

mengetahui 

tentang SIA 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

membahas 

tentang 

akuntabilitas 

dana desa 

 

Hasil dalam 

penelitian ini 

akuntabilitas 

berperan dalam 

menjelaskan 

efektivitas program 

Dana Desa. 

6 Eko 

Sumarsono 

dan Muh 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Dengan 

Penerapan 

persamaannya 

menganalisis 

efektivitas SIA  

 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

penulis 

menggunakan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

manajemen sesuai 

dengan Permendagri 

No.113 tahun 2014 



 
 

56 
 

Effendi 

Purnomo 

(2019) 

Sistem Dan 

Prosedur 

Akuntansi 

Dana Desa 

SIA untuk 

mengetahui 

efektivitas 

dana desa 

dan prioritas 

penggunaan Desa 

juga sesuai 

berdasarkan Permen 

Desa PDTT No. 22 

tahun 2016, 

Penerapan sistem 

akuntansi sesuai 

dengan undang-

undang, tetapi jika 

dilihat dari sisi 

pengawasan 

administrasi masih 

belum sepenuhnya 

sesuai dengan 

ketentuan, terutama 

dalam proses 

pengeluaran uang 

tunai yang belum 

akuntabel dan 

seringkali prosedur 

yang tidak tepat. 

7 K Chandra 

Dewi dan 

Putu Sukma 

Kurniawan 

(2018) 

Analisis 

Efektifitas 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Dalam 

Meningkatkan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Keuangan 

Badan Usaha 

Milik Desa 

(Studi Pada 

Badan Usaha 

Milik Desa 

Mandala Giri 

Amertha Desa 

Tajun) 

Persamaannya 

sama 

menganalisis 

efektivitas 

menggunakan 

SIA 

 

Perbedaannya 

penulis 

menggunakan 

SIA pada 

pengelolaan 

APBDes 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

efektivitas sistem 

informasi akuntansi 

mampu meningkatkan 

transparansi. Ada 

beberapa kendala 

dalam penerapan 

sistem informasi 

akuntansi, seperti 

piranti keras, piranti 

lunak maupun 

personalnya. Namun 

kendala yang dihadapi 

tersebut tidak terlalu 

berarti bagi BUM 

Desa Mandala Giri 

Amertha dalam hal 

meningkatkan 

transparansi 

pengelolaan 

keuangan. 

Selanjutnya kinerja 

baik yang dimiliki 

BUM Desa Mandala 

Giri Amertha 

memiliki implikasi 

terhadap peningkatan 

perekonomian desa. 
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C. Kerangka Berfikir 

 

Sumber : Diolah Peneliti, 2021 

 Kerangka berfikir diatas menjelaskan sistem informasi akuntansi pada 

pengelolaan APBDes yang terdiri atas penyusunan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban. Sistem informasi akuntansi pada ketiga komponen dalam 

menyusun APBDes tersebut akan berdampak pada efektivitas dana desa. 

 


